
TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG 
ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN 

DI WILAYAH INDONESIA 
(Studi pada Satuan Intel Poltabes Medan dan sekitarnya) 

TES IS 

Oleh 

ABIDIN 
NPM: 081803 004 

PROGRAM PASCASARJANA 
MAGISTER HUKUM BISNIS 

UNIVERSIT AS MEDAN AREA 
MEDAN 

2010 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG 
ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN 

DI WILAYAH INDONESIA 
(Studi pada Satuan Intel Poltabes Medan dan sekitarnya) 

TE SIS 

Untuk memenuhi syarat ujian 
guna memperoleh gelar Magister Hukum 

Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area 

Oleh 

AB ID IN 
NPM : 081 803 004 

PROGRAM PASCASARJANA 
MAGISTER HUKUM BISNIS 

UNIVERSIT AS MEDAN AREA 
MEDAN 

2010 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Untuk memenuhi syarat ujian 
guna memperoleh gelar Magister Hukum 

Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area 

Oleh 



N a m  a 

NP M 

Judul 

PROGRAM PASCASARJANA 

MAGISTER HUKUM BISNIS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

LEMBAR PERSETUJUAN 

ABIDIN 

081 803 004 

Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing yang 
Melaku kan Kejahatan di Wilayah Indonesia (Studi pada 
Kesatuan Intel Poltabes Medan dan Sekitamya) 

Menyetuj ui 

Pembimbing I Pembimbing II 

Ketua Program Stu di 

Magister Hu kum Bisnis 
Direktu r 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABIDIN 

081 803 004 

Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang 
Melaku kan Kejahatan di Wilayah Indonesia 

Kesatuan Intel Poltabes Medan dan Sekitamya) 

Menyetuj ui 

Pembimbing I Pembimbing 



Telah diuji pada Tanggal 06 Mei 2010 

N a m  a 

NP M 

Abidin 

081803 004 

Panitia Penguji Tesis : 

Ke tu a 
Sekretaris 

: Taufik Siregar., SH., M.Hum. 

: Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum. 

Pembimbing I : Dr. I man Jau hari., SH., M.Hum. 

Pembimbing II : Arif., SH., MH. 

Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasu tion., SH., M.Hum. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Abidin 

081803 004 



ABSTRAK 

Abidin1 

DR. Iman Jauhari, SH,M.Hum2 

Arif, SH,MH3 

Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat yang memiliki 
jurisdiksi baik personal maupun teritorial. Diterapkannya jurisdiksi teritorial suatu 
negara menyebabkan setiap orang yang berada di wilayah nasional negara tersebut 
harus tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Demikian juga halnya dengan 
keberadaan orang asing dalam suatu wilayah negara. Secara personal orang asing 
tersebut tunduk pada hukum nasionalnya, akan tetapi pada saat yang bersamaan ia 
juga tidak dapat menghindarkan diri dari adanya hukum berdasarkan jurisdiksi 
teritorial tempat ia berada. Oleh karena itu ihkwal yang berhubungan dengan keluar 
masuk orang asing di suatu negara diatur dalam suatu sistem keimigrasian. Di 
Indonesia, ikhwal yang mengatur tentang Imigrasi ini adalah Undang-undang Nomor 
9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud 
dengan keimigrasian adalah hal-ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar 
wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah 
Negara Republik Indonesia 

Dengan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, dalam penulisan ini 
yang menjadi masalah adalah : (1 )Bagaimana penegakan Tindakan Keimigrasian 
terhadap orang asing dalam hukum nasional Indonesia, (2) Bagaimana prosedur dan 
mekanisme penerapan Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing oleh Kepolisian 
Republik Indonesia dalam hal ini Poltabes Medan, dan (3) Apa hambatan dan 
tantangan Unit Pengawasan Orang Asing Satuan Intelijen Poltabes Medan dalam 
penegakkan Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing ? 

Penulisan m1 menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena 
mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan 
penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Dilihat dari tujuan penulisan 
ini, maka sifat penulisan yang sesuai adalah deskriptif analitis yaitu analisis 
terhadap peraturan perUndang-undangan dan aplikasinya berhubungan 
dengan pengungkapan tindak kejahatan keimigrasian. 

Dengan pendekatan penulisan yang demikian diperoleh kesimpulan (1) 
Penegakan tindakan keimigrasian terhadap orang asing dalam hukum nasional 
Indonesia dapat diartikan sebagai adalah tindakan administrasi dalam bidang 
keimigrasian di luar proses peradilan. Penegakan tindakan keimigrasian dilakukan 
untuk Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta 
pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi 

1 Penulis 
2 Pembimbing I 
3 Pembimbing II 
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orang asing dalam suatu wilayah negara. Secara personal 
tunduk pada hukum nasionalnya, akan tetapi pada saat yang 

dapat menghindarkan diri dari adanya hukum berdasarkan 
tempat ia berada. Oleh karena itu ihkwal yang berhubungan dengan 

asing di suatu negara diatur dalam suatu sistem keimigrasian
ikhwal yang mengatur tentang Imigrasi ini adalah Undang-undang 

tentang Keimigrasian. Dalam Undang-undang tersebut yang 
keimigrasian adalah hal-ikhwal lalu lintas orang yang masuk 
Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing 

Republik Indonesia 
Dengan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, dalam 

menjadi masalah adalah : (1 )Bagaimana penegakan Tindakan 
orang asing dalam hukum nasional Indonesia, (2) Bagaimana prosedur 

mekanisme penerapan Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing oleh 
Indonesia dalam hal ini Poltabes Medan, dan (3) Apa hambatan 
Unit Pengawasan Orang Asing Satuan Intelijen Poltabes Medan dalam 

Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing ? 

Penulisan m1 menggunakan pendekatan yuridis normatif, 
mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut 

keimigrasian terhadap orang asing. Dilihat dari tujuan 



mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, Undang-undang yang 
berlaku dan menghargai hak azasi manusia, (2) Prosedur dan mekanisme penerapan 
Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing oleh Satuan Intelkam Poltabes Medan 
dan Sekitamya adalah berdasarkan kepada peraturan perUndang-undangan tentang 
keimigrasian khususnya yang menyangkut dengan pengawasan orang asing, (3) 
Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Unit Pengawasan Orang Asing Satuan 
Intelkam Poltabes Medan dan Sekitamya antara lain adalah terbatasnya jumlah 
personil dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan terhadap 
orang asing yang berada di wilayah hukum Poltabes Medan yang demikian luas. 
Hambatan lainnya adalah terbatasnya kemampuan berbahasa para personil dalam 
menjalankan tugas, sehingga dapat dipandang sebagai penghambat untuk 

i:_nemperoleh informasi yang luas dari para tenaga kerja asing. 

Kata Kunci : 
a. Tindakan Keimigrasian 
b. Orang Asing 
c. Tenaga Kerja Asing 

Penulis, 

Abidin 
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tugas, sehingga dapat dipandang sebagai penghambat 
informasi yang luas dari para tenaga kerja asing. 

Tindakan Keimigrasian 
Asing 

Tenaga Kerja Asing 

Penulis, 

Abidin 



ABSTRACT 

Abidin 1 
Dr.Iman Jauhari, SH.M.Hum 2 

Arif, SH.,MH. 3 

Indonesia is an independent country with jurisdiction either personal or 
territorial. By the application of the territorial jurisdiction in one state, every 
individual must obey to the national law of the country. Also, it is similar to the 
existence of foreigners in the country. Personally, the foreigner obey to their 
natipnal law, and at the same time, they can not keep away from the national law 
where they are. Hence, the existence of law related to the in-out of foreigners in 
one country is regulated in the immigration system. In Indonesia, the rule 
governing the immigration is Act No 9of1992 concerning with Immigration. On 
the Act, immigration means the rule governing in-out for the person into the region 
of Indonesia and the supervision for the foreigners in the area of the Republic of 
Indonesia. 

Referring to the background above, the formulation of the problem are 
l)how is the application of immigration action for the foreigners in the national law 
of Indonesia ? 2)how is the procedure and mechanism of the application of 
immigration action for the foreigners by the Police of the Republic of Indonesia, 
in this case Medan Police Resort? 3) What are the hindrances and obstacles found 
by Intelligent Unit for Foreigners, Medan Police in the empowerment of 
Immigration action for the foreigners ? 

This research uses normative yuridicative since it focuses more on law 
rules related to the action given for the foreigners. Seen from the objectives of 
this research, this research is appropriate with analytical descriptive that is the 
analysis toward the rules and its application related to the management of 
immigration criminal action. 

Using the research approach, the conclusion are inferred (I) The 
empowerment of immigration action for foreigners in the national law of Indonesia 
can be meant as the administration action in the immigration affairs beyond of 
court process. The empowerment for the immigration action is carried out for the 
law empowerment, security maintenance and safety of the people and giving the 
service. All are as the duty of the police and its application must be based on the 
legality, prevailed rules and by appreciating the human rights. 2)The procedures 
and mechanism of the application of the empowerment immigration action for 
foreigners by Intelkam Unit Medan Police based on the immigration rules and 
particularly related to the supervision of foreigners. 3) The hindrances and 

1 The researcher 

2 Consultant 1 
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and at the same time, they can not keep away from the 
are. Hence, the existence of law related to the in-out of 

is regulated in the immigration system. In Indonesia, 
the immigration is Act No 9of1992 concerning with Immigration. 

immigration means the rule governing in-out for the person into 
and the supervision for the foreigners in the area of the 

Referring to the background above, the formulation of the 
application of immigration action for the foreigners in the national 

Indonesia ? 2)how is the procedure and mechanism of the application 
action for the foreigners by the Police of the Republic 

Medan Police Resort? 3) What are the hindrances and obstacles 
Intelligent Unit for Foreigners, Medan Police in the empowerment of 

action for the foreigners ? 
research uses normative yuridicative since it focuses 

related to the action given for the foreigners. Seen from the 
research, this research is appropriate with analytical descriptive 

toward the rules and its application related to the management 
immigration criminal action. 

Using the research approach, the conclusion are inferred 



obstacles found by Foreigners Supervision, Medan Intelkam Police Unit are the 
limited of the personnel and facilities and infrastructures under the Medan Police 
area in the implementation of the supervision. Other hindrances is in the form of 
lack of knowledge in the language in getting wider information from the 
expatriates. 

Keywords : 
a. Immigration Action 
b. Foreigners 

. c. Expatriates 

The researcher 

Abidin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A .  Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat yang memiliki 

jurisdiksi baik personal maupun teritorial. Secara personal jurisdiksi Indonesia 

berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia dimanapun seorang warga Negara itu 

berada. 1 Secara territorial, semua peristiwa hukum, semua orang dan semua benda 

yang berada dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia adalah menjadi 

kewenangan hukum Indonesia untuk mengatumya. Dalam kondisi seperti ini negara 

secara pen uh menj alankan jurisdiksi nasional dalam batas-batas wilayahnya. 

Diterapkannya jurisdiksi teritorial suatu negara menyebabkan setiap orang 

yang berada di wilayah nasional negara tersebut hams tunduk pada hukum nasional 

negara tersebut. Demikian juga halnya dengan keberadaan orang asing dalam suatu 

wilayah negara. Secara personal orang asing tersebut tunduk pada hukum 

nasionalnya, akan tetapi pada saat yang bersamaan ia juga tidak dapat menghindarkan 

diri dari adanya hukum berdasarkanjurisdiksi teritorial tempat ia berada. 

Dalam Prakteknya jurisdiksi negara atas orang, benda atau perbuatan-

perbuatan, berbeda-beda berdasarkan faktor historis dan geografis, misalnya praktek 
I 

1 Lebih lanjut lihat Pasal 2, 3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
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baik personal maupun teritorial. Secara personal jurisdiksi 

semua Warga Negara Indonesia dimanapun seorang warga 

Secara territorial, semua peristiwa hukum, semua orang dan 

dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia adalah 

hukum Indonesia untuk mengatumya. Dalam kondisi seperti 

menj alankan jurisdiksi nasional dalam batas-batas wilayahnya

Diterapkannya jurisdiksi teritorial suatu negara menyebabkan 

di wilayah nasional negara tersebut hams tunduk pada hukum 

ut. Demikian juga halnya dengan keberadaan orang asing 

negara. Secara personal orang asing tersebut tunduk 



2 

Jurisdiksi negara Inggris, yang dikelilingi batas-batas laut, secara historis sangat taat 

kepada azas Jurisdiksi Teritorial ini. 2 

Dewasa ini perpindahan orang, dengan kemajuan teknologi dalam bidang 

komunikasi dan sarana transportasi menjadi sangat mudah untuk terjadi antar negara. 

Keluar masuknya warga negara yang satu ke negara yang lain adalah sebuah 

keniscayaan. Namun demikian patut dicatat pula bahwa negara dengan Jurisdiksi dan 

Kedaulatan yang dimilikinya berhak untuk tidak menerima atau mengusir seseorang 

warga negara asing dari negaranya. Oleh karena itu ihkwal yang berhubungan dengan 

keluar masuk orang asing di suatu negara diatur dalam suatu sistem Keimigrasian. 

Di Indonesia, ikhwal yang mengatur tentang Imigrasi ini adalah sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam 

Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal-ikhwal lalu 

lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan 

pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.3 

Berdasarkan Hukum Intemasional, setiap negara hams menjamin kebebasan 

setiap orang untuk dapat keluar masuk pada wilayah suatu negara. Akan tetapi 

sebaliknya Negara juga mempunyai hak untuk menolak kehadiran seorang warga 

negara asing untuk masuk ke dalam wilayahnya, jika kehadiran orang asing tersebut 

2 J.G. Starke, Pengantar Hukum Jnternasiona/, Edisi IX, Volume I, Aksara Persada Indonesia, 
Jakarta, 1989, ha!. 126. 

3 Pasal 1 ayat (I) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 
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Namun demikian patut dicatat pula bahwa negara dengan 

Kedaulatan yang dimilikinya berhak untuk tidak menerima atau mengusir 

asing dari negaranya. Oleh karena itu ihkwal yang berhubungan 

orang asing di suatu negara diatur dalam suatu sistem Keimigrasian. 

Indonesia, ikhwal yang mengatur tentang Imigrasi ini adalah 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasi

Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal-ikhwal 

yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia 

pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Hukum Intemasional, setiap negara hams menjamin 
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